
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

 Dari uraian penelitian yang sudah dijelaskan dalam pemenuham HAM bagi LGBT, 

LGBT merupakan kelompok masyarakat yang juga perlu dihormati, dilindungi dan disamakan 

martabat dan haknya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 DUHAM yang 

menyatakan mengenai manusia dilahirkan secara bebas dan memiliki persamaan martabat dan 

hak. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM harus melindungi dan 

menghormati hak-hak warganya tanpa memandang status apapun. Permasalahan terkait dengan 

LGBT di Indonesia karena masih belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur 

mengenai keberadaan atau kehadiran kelompok LGBT di Indonesia, mengenai apakah 

kehadiran dari kelompok LGBT di Indonesia diperbolehkan dan dilindungi atau bahkan 

sebaliknya. Pemerintah di Indonesia masih belum melihat kehadiran LGBT sebagai kebutuhan 

yang menjadi prioritas di Indonesia. Hal ini karena di Indonesia masih kental dengan ajaran 

agama dan budaya di setiap daerah sehingga permasalahan terkait dengan LGBT tidak mudah 

untuk diterima begitu saja. Tuntutan mengenai nilai-nilai seperti agama, moral dan budaya 

yang berbeda-beda dan tentu memiliki aturan yang berbeda-beda sehingga perlu adanya 

penyesuaian di setiap daerah. Hal ini perlu perhatian dan tanggung jawab negara dalam 

menjamin dan menjaga HAM mereka agar tetap terjaga sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 

27 ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No.12 tahun 2005 yang 

menjelaskan mengenai perlindungan khusus terhadap kelompok minoritas.  

  Dalam ketentuan Perda Pariaman No.10 tahun 2018 khususnya pada Pasal 24 dan Pasal 

25 yang mengatur mengenai LGBT tentu menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat 

karena memiliki sudut pandang masing-masing dalam hal ini. Seperti pada Pasal 24 yang 

terdapat adanya klausul yang menyatakan mengenai “ketentraman dan ketertiban umum”, 

dalam hal ini tidak dijelaskan secara detail mengenai tolak ukur dari ketentraman dan ketertiban 

umum. Hal ini tentu perlu dijelaskan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam penegakan 

peraturan. Karena jika tidak dijelaskan berpotensi dapat menimbulkan hak-hak asasi yang 

dimiliki oleh masyarakat menjadi tidak dapat dinikmati khususnya kelompok LGBT yang 

dibahas dalam Pasal 24 ini, seperti tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak peraturan yang 

secara langsung berhadapan dengan kelompok LGBT, tentang bagaimana tindakan atau 

perbuatan yang dianggap melanggar ketentraman dan ketertiban umum tersebut. Jika dengan 

kehadiran LGBT di masyarakat telah mengganggu ketentraman dan ketertiban umum tersebut 



telah melanggar tentu ini menjadi permasalahan terkait HAM yang dimiliki LGBT. Lanjut pada 

frasa “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 24 yang dimana perlu adanya kejelasan tujuan 

dalam menegakkan pasal ini, sebagaimana jika melihat Pasal 25 yang dimana tertuju secara 

jelas bagi “setiap orang laki-laki dan perempuan”, penyebutan pada jenis kelamin ini perlu 

karena tertuju pada seksual seseorang. 

Lanjut dalam Pasal 25 terdapat adanya klausul yang menyatakan mengenai “perbuatan 

yang dimaksud dengan LGBT” hal ini dapat mengartikan atau menimbulkan stigma bahwa 

status sebagai LGBT telah melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 khususnya 

dalam konsep perbuatan asusila yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ini. Hal ini justru 

menjadi hal yang dapat menimbulkan pernyataan bahkan anggapan bahwa sebagai LGBT 

sudah melanggar pasal tersebut dan juga memunculkan stigma mengenai pelanggaran 

perbuatan asusila yang dimaksud pada orientasi seksual. Dengan permasalahan tersebut dapat 

menimbulkan HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT menjadi tidak terpenuhi sebagai 

manusia. Dalam prinsip-prinsip yang diambil dalam Siracusa Principle bahwa, semua klausul 

terkait dengan pembatasan harus dijelaskan atau ditafsirkan dengan tegas dan ditujukan dengan 

tujuan untuk mendukung hak-hak. Karena prinsip ini menegaskan mengenai pembatasan hak 

yang diatur oleh negara tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Meskipun adanya 

ketertiban umum yang perlu dipenuhi di daerah Kota Pariaman namun dalam membentuk 

Peraturan Perundang-undangan perlu melihat ketertiban umum berdasarkan HAM bagi 

masyarakat umum maupun kelompok masyarakat tertentu khususnya LGBT sebagaimana 

dalam Pasal 27 ICCPR perlu adanya perlindungan khusus bagi kelompok minoritas. Walaupun 

sifat dari Siracusa Principle ini tidak mengikat namun dapat menjadi sebuah dasar dalam 

menyusun peraturan karena memiliki kesesuaian dengan konsep HAM dan ketertiban bagi 

masyarakat khususnya dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang memiliki 

kaitan dengan batasan HAM untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini jika melihat dari 

penerapan Pasal 24 dan Pasal 25, kedua pasal ini berpotensi mendiskriminasi kelompok LGBT, 

walaupun memang perlu dalam melihat terlebih dahulu kepentingan secara luas dalam 

masyarakat namun Indonesia perlu memperhatikan hak kelompok-kelompok minoritas seperti 

LGBT.  

Tentu permasalahan dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Perda Pariaman No. 10 tahun 

2018 ini jika dilihat dari UU No.12 tahun 2011 terlihat dalam asas kejelasan rumusan, kejelasan 

tujuan dan asas kesesuaian antar hierarki dalam kedua Pasal ini, seperti dalam Pasal 25 yang 

dimana bagaimana batasan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak asusila LGBT 

tersebut, tidak dijelaskan secara detail dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 Kota Pariaman 



ini tentang bagaimana perbuatan asusila yang dimaksud sebagai LGBT tersebut, jika berpacu 

pada sanksi pidana yang diberlakukan dari pasal maka jika melihat pengertian perbuatan 

asusila berdasarkan KUHP hal ini tentu menimbulkan stigma terhadap orientasi seksual yang 

berujung pada diskriminasi, apakah dengan sebagai LGBT telah melanggar perbuatan asusila 

sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 25 tersebut hal ini tentu mengakibatkan persoalan 

ketika seseorang telah menjadi LGBT dianggap melanggar asusila dan tentu hak yang dimiliki 

sebagai manusia tidak dapat dinikmati. Dalam kejelasan rumusan ini memiliki peran yang 

penting dalam penggunaan bahasa baku sangat mempengaruhi kualitas daripada Perundang-

undangan. Bahasa hukum yang jelas dan sesuai dengan kaidahnya mudah dimengerti dan tidak 

memiliki multitafsir, sehingga dapat menjadi suatu rujukan bagi pembentukan hukum dan 

sesuai dengan pemaknaan terkait dengan kepastian dan juga keadilan. Lanjut dalam Pasal 24 

yang dimana perlu dijelaskan secara jelas mengenai tolak ukur ketentraman dan ketertiban 

umum dengan tidak hanya dijelaskan secara umum saja mengenai ketentraman dan ketertiban 

umum tersebut khususnya dalam mengatur kehadiran LGBT di Kota Pariaman sehingga hal ini 

menjadi tidak adanya kejelasan tujuan dari konsep ketentraman dan ketertiban umum yang 

dituju khususnya dalam mengatur LGBT. Seperti dalam kondisi apa yang menyebabkan 

ketentraman dan ketertiban tersebut dilanggar. Sehingga juga jika melihat dari beberapa 

penjelasan terkait kedua Pasal tersebut, berpacu pada kesesuaian antar hierarki berdasarkan UU 

No.12 tahun 2011 dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 khususnya yang mengatur LGBT, 

hal ini dapat dianggap bertentangan khususnya pada KUHP dan begitu juga dengan UU HAM 

sebagai peraturan dasar yang posisinya berada diatas Perda Pariaman No. 10 tahun 2018. 

 

1.2 Saran 

1. Terkait dengan pembatasan bagi kelompok LGBT dalam Perda Pariaman No.10 tahun 

2018 sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip maupun asas HAM dalam 

penegakkannya dengan melakukan kajian terhadap batasan yang dapat dilakukan oleh 

negara dalam merancang Peraturan Perundang-undangan sehingga diharapkan 

kelompok LGBT yang juga merupakan bagian dari masyarakat tidak terganggu haknya 

sebagai manusia. Dan juga diharapkan dengan memperhatikan aspek-aspek HAM yang 

ada penegakkan bagi kelompok LGBT di Indonesia dapat teratasi dengan baik tanpa 

adanya seperti contoh kekerasan maupun pembedaan perlakuan. 

2. Sehubungan dengan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai 

LGBT di Indonesia, sehingga sebaiknya Indonesia agar segera membentuk suatu 

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah LGBT di Indonesia, namun 



apabila hal ini sulit atau belum bisa dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan nilai-

nilai seperti agama, moral dan budaya yang berlaku di Indonesia sehingga bisa 

menimbulkan polemik antar masyarakat. Setidaknya Pemerintah Indonesia 

memberikan edukasi atau tindakan yang secara aktif mengenai LGBT dan memberikan 

wadah untuk melindungi kelompok LGBT dari diskriminasi yang terjadi bagi mereka 

walaupun kehadiran LGBT ditolak di Indonesia perlu wadah untuk melindungi hak 

mereka. Sehingga mengenai kejelasan rumusan, kejelasan tujuan dan juga kesesuaian 

antar hierarki dalam Perda Pariaman No.10 tahun 2018 khususnya Pasal 24 dan Pasal 

25 yang mengatur mengenai LGBT, sebaiknya Pemkot Pariaman melakukan kajian 

ulang dengan menggunakan bahasa yang jelas, tujuan yang tepat dan pengertian yang 

mudah dimengerti oleh masyarakat tentu dengan konsep pengaturan yang secara detail 

dijelaskan dalam pasal tersebut. 
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